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Berdasarkan hasi1 pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka pada 
bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang terkait dengan 
perumusan masalah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah : 
1a. Proses akuisisi tidak hanya melibatkan pihak yang diakuisisi yang berupa 
perseroan dan juga pihak pengakuisisi yang berupa badan hukum perseroan 
dan non perseroan serta orang perorangan tetapi juga beberapa profesional 
lainnya.Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Pera1l.:l{an 
Pemerintab Nomor 27 Tahun 1998 maka tindakan akuisisi merupakan 
tindakan hukum perseroan yang bersifat substansial artinya dalam 
menyelenggarakannya diperlukan persetujuan para pemegang saham melalui 
RUPS , bahkan untuk akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran 
Dasar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 ayat ( 2 ) Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka memerlukan persetujuan Menteri. Sedang 
untuk akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar diluar 
ketentuan pasal 15 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 1 tabun 1995 dan 
akuisisi yang tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar maka hanya 
cukup dilaporkan kepada Menteri. 
b. Akuisisi dapat mengakibatkan beralihnya manajemen operasional dari pihak 
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yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi dan tak jarang akuisisi juga 
mengakibatkan pihak pengakuisisi berada pada JXlsisi dominan. Keadaan ini 
menyebabkan akuisisi justru disalabgunakan sebagai alat untuk menciptakan 
pralctek monoJXlli dan persaingan usaba tidak sehat. Diantara beberapa bentuk 
akuisisi maka akuisisi horisontal1ah yang mempunyai kecenderungan terbesar 
untuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena 
dilakukan antar perusahaan sejenis sehingga jelas akan mengurangi kompetisi 
produk yang ada di pasar. Jika hal ini teIjadi secara terus menerus maka pada 
akhimya akan menciptakan suatu keadaan di mana pasar hanya dikuasai oleh 
satu pihak dengan hak monoJXlli. 
2. 	 Dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 tahun 1998 telab diatur tentang syarat - syarat akuisisi yaitu harus 
memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam 
melakukan usaha. Berdasarkan pasal 110 ayat ( 1 ) huruf a jo pasal 110 ayat 
( 3 ) dan pasal 117 ayat 1 huruf a Undang -Undang Nomor 1 Tabun 1995 jika 
akuisisi itu mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaba tidak sehat 
dim ana pengakuisisinya adalab perseroan maka perseroan tersebut dapat 
diperiksa atas permohonan kejaksaan dan jika terbukti maka dapat dibubarkan 
berdasarkan penetapan pengadilan. Tetapi kedua ketentuan ini tidak mengatur 
tentang upaya hukumnya jika pengakuisisinyaadalab badan hukum non 
perseroan maupun perorangan termasuk juga tidak mengatur sanks! dan juga 
siapa yang berhak untuk menjatuhkan sanksi tersebut sehingga pihak yang 
dirugikan dapat menggugat berdasar pasal 1365 BW. Sejak tabun 1999 dengan 
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adanya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka berdasar pasal 28 ayat 
( 2 ) Undang - Undang ill, akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat secara tegas dilarang. Dan untuk menegakkan 
hukumnya maka dibentuklah KPPU yang merupakan lembaga independen 
yang bertanggung jawab kepada Presiden. Bagi pihak yang merasa dirugikan 
maupun pihak yang mengetahui telah terjadi / patut diduga telah terjadi akuisisi 
yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat 
melaporkan pada KPpu. Untuk selanjutnya KPPU yang berwenang untuk 
memutuskan apakah suatu akuisisi melanggar ketentuan pasal 28 ayat ( 2 ) 
Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 atau tidak dan juga untuk menjatuhkan 
sanksi. Oleh karenanya dengan adanya Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 
ini maka upaya hukum terhadap akuisisi apabila mengakibatkan praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi semakinjelas terlihat. 
2. Saran 
Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan 
saran, antara lain: 
la. Untuk menghindari terjadinya akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat maka perlu pengaturan secara tegas dan 
jelas dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 mengenai syarat beralihnya manajemen dari 
pihak yang diakusisi kepada pihak pengakuisisi dan sampai sejauhmana pihak 
pengakuisisi dapat mengendalikan pihak yang diakuisisi. 
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b. Hendaknya ada kejelasan tentang akuisisi yang mengakibatkan posisi dominan 
dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, apakah dilarang secara tegas 
atau diperbolehkan asalkan tidak digunakan untuk menetapkan syarat dagang, 
membatasi pasar dan menghambat persaingan usaha. 
2a. PerIu ada pengaturan secara jelas mengenai mekanisme atau proses beracara 
untuk menangani perkara pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 
Tahun 1999 ini , misalnya tentang tidak diberikannya wewenang bagi KPPU 
untuk bertindak sebagaimana Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil agar 
KPPU dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian 
pelanggaran Undang - Undang ini dan memberi kewibawaan pada 
KPPU.Selain 1tu perIu diatur tentang kewajiban untuk mengumumkan hasil 
dati pemeriksaan KPPU kepada publik mengenai akuisisi yang dilakukan 
oleh pengakuisisi agar dapat diketahui oleh publik. 
b. 	Pertanggungiawaban KPPU kepada Presiden dalam Undang - Undang Nomor 
5 Tahun 1999 seharusnya dipertegas hanya terbatas menyangkut masalah 
administrasi saja dan tidak menyangkut fungsional agar keputusan KPPU 
dapat dipertanggungjawabkan keindependenannya. 
c. 	 Pembentuk Undang - Undang perIu lebih memperhatikan masalah sanksi, 
apakah sanksi itu bisa diberIakukan secara komulatif atau tidak. Selain itu 
Undang - Undang ini terkesan tidak tegas karena sifat pidana kurungan 
sebagaimana diatur dalam pasal 48 baru dapat diterapkan bila sanksi pidana 
denda tidak dapat dilaksanakan oleh pelanggar. 
